
BUPATI JEMBER 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEMBER, 

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan o'rga"~'CA2 

fungsi, tepat proses dan te 
struktur tugas, fun 

b . bahwa dalam ~Cl.~Jrl';.n.. ;!.U<y;.XU1, struktur 
lingkungan 

penyempurnaan dan 
fungsi perangkat daerah; 

pertimbangan sebagaimana 
~Irn----huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
upati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan 
Kabupaten Jember. 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhr 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



Menetapkan 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 Tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembara n Negara); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daera h; 

8 . Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susuna n Perangkat Daera 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 N or 3, 
Tambahan Lembaran Daera h Kabupaten Jembe omor 3). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN 
ORGANISASI, TUGA 
PERHUBUNG 

Bupati ini yang dimaksud dengan : 
adalah Kabupaten Jember. 

upati adalah Bupati Jember. 
Sekreta ris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Jember. 

4 . Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah 
Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten 
Jember. 

6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan 
Kabupaten Jember 

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan 
Kabupaten Jember. 

8. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas 
Perhubungan Kabupaten Jember. 

9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan 
Kabupaten Jember. 

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah 
UPT pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan 
Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten J ember. 
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12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember. 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasa12 

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di 
Bidang Perhubungan. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tuga 
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewe 
daerah di Bidang Perhubungan. 

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas se bagai 
ayat (3) , menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan keb:;i·)O<n.<t>1" 
b . pelaksanaan kebijak 
c. pelaksanaan 

per h u b~'51""¥ 
vr-,""*"'ng per h u bungan; 

dan rekayasa lalu 

'12.!~bmaan dan pembangunan, 
pemeliharaan sarana dan prasarana bidang 

pembinaan dan pengawasan pengujian 
kendaraan bermotor, bandara, terminal tipe C; 

h. pemberian surat izin rekomendasi penyelenggaraan dan 
pembangunan fasilitas parkir; 

1. pelaksanaan analisa dan pemberian rekomendasi atas 
analisa dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten; 

J. penyelenggaraan saran a dan prasarana embarkasi haji; 
k. pengendalian dan pengawasan pemaduan antar moda 

transportasi umum; 
1. pengembangan dan pengim plemen tasian teknologi 

perhubungan; 
m. perencanaan, pembimbingan, pelaksanaan, pengendalian, 

dan pengawasan keselamatan perhubungan; 
n. pengembangan dan pengimplementasian transportasi 

perairan dan transportasi pariwisata; dan 
o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
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Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasa13 

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Aset; 
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pela poran; dan 
3 . Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Lalu Lintas membawahi : 
1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 
2. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas; dan 
3. Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas. 

d. Bidang Angkutan membawahi : 
1. Seksi Angkutan Dala m Trayek; 
2. Seksi Angkutan Ba rang dan Angkutan Tidak D 

dan 
3. Seksi Angkutan Tradisional dan D 

e . Bidang Sarana Prasarana Per.Jd"c.>'J'-'I'-.5C'.j'~ 

1. Seksi Sarana PrasarCW"1'''''''''-
2. Seksi Ketermly.· '=~PH 
3. Seksi 

f. 
an ologi Perhubungan; 

a elamatan Perhubungan; dan 
er(!t~lnt~rgan Transportasi Perairan dan Pariwisata. 

elo ok Jabatan Fungsional. 
retariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas . 
(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 
(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang b erada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

BAB III 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Sekretariat 

Pasa14 

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam 
melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan 
penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum , rumah 
tangga dan aset, mengkoordinasikaan p enyelenggaraan tugas 



- 5 -

dinas serta pemberian pelayanan teknis dan administratif 
kepada kepala dinas dan semua un sur di lingkungan dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari 

bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan; 
b. pengkoordinasian penyusunan program dan 

penyelenggaraan tugas - tugas bidang secara terpadu; 
c . pendistribusi tugas kepada bidang sesuai tugas dan 

kewenangannya; 
d. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program 

kegiatan dinas; 
e. penghimpunan dan pengkoordinasian 

informasi, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan dinas; 

penyusunan data 
penyelenggaraan 

f. penyelenggaraan analisa kebutuhan 
kebutuhan pemeliharaan barang; 

g. pengelolaan dan pemeliharaan 
inventarisir barang, penga 
barang yang dikuasai ole 

h. pelaksanaan 
keuangan 
tang 

sanaan peningkatan kinerja 

usi pemakaian kekayaan daerah; dan 
laporan pertanggungjawaban atas 

Paragraf 1 
Sub Bagian Umum dan Aset 

Pasa15 

(1) Sub Bagian Umum dan Aset mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, 
pengelolaan asset serta melaksanakan tugas-tugas lain yang 
diberikan oleh Sekretaris. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bagian Umum dan Aset mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi 
penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat; 

b. penggandaan naskah din as dan pengelolaan kearsipan 
dinas; 

c. penyiapan penyelenggaraan rap at- rap at dinas, perjalanan 
dinas, penerimaan tamu- tamu, protokoler, 
dan kebersihan lingkungan kantor serta 
kerumahtanggaan lainnya; 

keamanan 
pelayanan 
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d. penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi dan 
kehumasan dinas; 

e . penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis 
jabatan di lingkungan dinas; 

f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan 
pemeliharaan barang; 

g. pelayanan administrasi 
pemeliharaan dan 
/perlengkapan kantor; 

dan pelaksanaan pengadaan, 
pendistribusian peralatan 

h. penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset 
/barang milik daerah; dan 

1. penyusunan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas. 

Paragraf2 
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

Pasa16 

atas 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan 
mengkoordinasikan pengelol 

(2) 

penyusunan dokum 
melaksanakan ~t ... 5'''''''' 

a: 
elaporan mempunyai 

pengkoordinasian penyusunan 
rategis dan perencanaan tahunan OPD; 

pulan, pengolahan dan penyajian data informasi 
D; 

pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system 
informasi perencanaan dan pelaporan daerah; 

d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan 
laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan 
dan laporan pertanggungjawaban OPD sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

e . pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan 
evaluasi kelembagaan perangkat daerah; 

f. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan 
perjanjian kinerja lingkup dinas; 

g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian 
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan 

h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanan 
tugas. 


































